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Perkara Korupsi Kadispora

‘Masuk Pengadilan Tipikor

Dua Terdakwa Rugikan
Negara Rp 486 juta

PALU - Pengadilan Tipikor
Palu, telah menerima dua ber-
kas perkara kasus dugaan ko-
rupsi asal Kabupaten Tolitoli.
Perkara korupsi itu terkait pe-
nyalahgunaan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) pa-
da Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga di Kabupaten
Tolitoli 2012. Perkara korup-
si ini menjerat kepala Dinds
Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tolitoli
Drs Abd Muluk (55), yang ju-
ga selaku penanggungjawab
manajemen BOS Kabupaten
Tolitoli tahun 2012, Serta man-

. ager Bos tahun 2012 te dakwa
Ridwan A Husain (49) (berkas
terpisah). : ;

Humas Pengadilan Tipikor
Palu, Romel F Tampubolon

'SH MH, mengatakan, ber-
kas kedua terdakwa itu telah
diterima dari Jaksa Penuntut
Umum (JPU) sejak Selasa
(11/11). Perkara keduanya
telah teregister di Panitera
Muda Tipiker masing-mas-
ing dengan regesti Nomor :
68/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PL
untuk terdakwa Abd Muluk.
Sementara register Nomor :
69/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PL,
untuk - terdakwa berkas. ter-
pisah Ridwan A Husain. “Jadi
perkaranya sudah dilimpah-

kan sejak 11 November 2014.

kemarin, ‘dan telah teregis-
ter,” ungkapnya ditemui Rabu
(12/11) kemarin. i

Lanjut Romel, untuk pene-
tapan hakim yang akan men-
gadili dan memeriksa perkara

2

SMP/SMPLB/SMPT,

itu juga telah turun dari ket-
ua Pengadilan. Sebagaimana
penetapan ketua pengadi-
lan, hakim tipikor yang akan
memeriksa perkara itu dian-
taranya AFS Dewantoro selaku
hakim ketua, Felix DA Lopes
SH dan Fauzi SH sebagai dua
hakim anggota. “Sebagaimana
penetapan, sidang kedua ter-
dakwa ini akan dimulakan pa-
da 19 November 2014 men-
datang,” tutur Romel lagi.
Sebagaimana data yang di-
himpun di Panitera Muda
Tipikor pengadilan Tipikor
Palu, dua terdakwa splitan ini,
terlibat kasus dugaan korupsi
penggunaan dana BOS yang
bersumber dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 2012. Dana BOS terse-
but dikucurkan untuk pembi-
ayaan pendidikan dalam rang-
ka wajib belajar 9 tahun den-
gan sasaran, SD/SDLB dan
terma-
suk SD-SMP Satu Atap (Satap)
di Kabupaten Tolitoli tahun
2012. Hanya dalam realisasin-
ya pengunaannya digunakan

untuk kegiatan pelatihan atau

sosialisasi Sistem Informasi
Manajemen (SIMBOS' dan
Simdik). Sementara kegiatan
itu dinilai “terlarang” dalam
penggunaan dana BOS.

Abd Muluk, didakwa Primer
pasal 2 ayat 1.jo pasal 18 UU
Nomor 31 tahun 1999 ten-
tang pemberantasan tindak
pidana korupsi, sebagaimana
telah diubah dan ditambah
dengan UU Nomor 20 tahun
2001, jo pasal 55 ayat 1 ke 1
KUHP. Serta Subsider pasal 3,
jo pasal 18 ayat 1 UU Nomor
31 31 tahun 1999 tentang

pemberantasan tindak pidana
korupsi, sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan
UU Nomor 20 tahun 2001, jo
pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sementara terdakwa
Ridwan A Husain didakwa
Primer pasal*2 ayat 1 jo pas-
al 18 UU Nomor 31 tahun
1999 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi, seb-
agaimana telah - diubah dan
ditambah dengan UU Nomor
20 tahun 2001, jo pasal 55 ayat
1 ke 1 KUHP. serta Subsider
pasal 3, jo pasal 18 ayat 1 8]0}

Nomor 31 31 tahun 1999 ten-

tang pemberantasan tindak
pidana korupsi, sebagaimana
telah diubah dan ditambah
dengan UU Nomor 20 tahun

- 2001, jo pasal 55 ayat 1 ke 1

KUHP. Atau kedua pasal 12
huruff, Jo Pasal 18 UU Nomor
31 tahun 1999 tentang pem-
berantasan tindak pidana ko-
rupsi, sebagaimana telah di-
ubah dan ditambah dengan
UU Nomor 20 tahun 2001, jo
pasal55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Perbuatan keduanya _ini
didakwa merugikan nega-
ra atau perekonomian neg-
ara dalam penyalahgunaan
dan BOS tahun 2012 itu sebe-
sar Rp486 juta. Sebagaimana
dikabarkan, selain dua ber-
kas perkara, dari Kabupaten
Tolitoli masih ada lagi tujuh
perkara korupsi yang dalam
waktu dekat’ akan dilimpah-
kan ke Pengadilan Tipikor

Palu, dua perkara yang ma-

suk itu sendiri telah menam-
bah jumlah perkara korupsi
yang ditangani Pengadilan
Tipikor Palu ditahun 2014
ini.(cdy).





